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Penulis 1 *FITRA RIAU*

Audit LKPD Pemda se-Riau Tahun 2018-2019,
kerugian negara mencapai 46,6 milyar

Opini BPK terhadap LKPD pemerintah daerah se- riau tahun 2018-2019, secara berturut-turut
mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Sebaliknya penilaian opini tersebut bertolak
belakang dengan hasil pemeriksaan yang ditemukan cukup banyak permasalahan dalam pengelolaan
keuangan daerah, khususnya atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang dapat
berakibat pada kerugian negara, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, juga ditemukan adanya
penyimpangan administasi yang tidak menimbulkan dampak finansial.

Temuan audit LKPD pemerintah Provinsi Riau dan 12 Kab/Kota se-Riau dalam dua tahun 2018-2019,
khususnya atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan, yang menimbulkan dampak
finansial mencapai Rp91,4 milyar, diantaranya terdapat kerugian negara mencapai Rp 46,6 milyar,
berpotensi merugikan negara Rp10,4 milyar dan adnya kekurangan penerimaan negara/daerah
mencapai Rp34,2 milyar.
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Sumber; Dokumen LHP LKPD Prov. Riau dan 12 Kab/kota se- Riau

Atas temuan yang dapat menimbulkan kerugian negara cukup tinggi dan terjadi kenaikan dari tahun
2018 sebesar Rp19,8 milyar, naik pada tahun 2019 mencapai Rp26,8 milyar. Adapun temuan yang
menimbulkan kerugian negara terjadi pada beberapa kasus, diantaranya, kekurangan volume pada
pekerjaan fisik dan pengadaan barang jasa, perjalan dinas ganda/tidak sesuai kondisi senyatanya,
spesifikasi pekerjaan/ barang tidak sesuai ketentuan.

Temuan kasus yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, terjadi penurunan dari tahun 2018
mencapai Rp7,8 milyar dan tahun 2019 sebesar Rp2,6 milyar. Kasus yang berpotensi merugikan
negara diantanya, pengelolaan aset tidak sesuai ketentuan, kelebihan pembayaran belanja pegawai
dan tunjangan, belanja yang membebani keuangan daerah seperti denda atas sanksi adm dan
tunggakan pajak kendaraan dinas.



Beberapa kasus yang menyebabkan adanya kekurangan penerimaan negara/daerah, pada kasus ini
terjadi peningkatan sangat signifikan, pada tahun 2018 sebesar Rp6,7 milyar, meningkat pada tahun
2019 mencapai Rp27,5 milyar, diantaranya disebabkan denda keterlambatan pekerjaan belum
dibayar atau distorkan ke kas daerah, kontribusi pekerjaan belum dipungut, potensi pendapatan
retribusi yang dipungut, dan kekurangan penerimaan lainnya.

Selain itu, ditemukan juga adanya penyimpangan administrasi dalam pengelolaan kegiatan dan
anggaran daerah, seperti pelaksanaan pekerjaan yang melibatkan pihak ketiga tidak sesuai
ketentuan, penggunaan dana hibah tidak disertai laporan pertanggungjawaban, belanja pegawai dan
barangjasa tidak wajar, serta pengelolaan keuangan /kas daerah tidak tertib.

“Fitra Riau menilai, bahwa atas temuan-temuan tersebut, menunjukan bahwa pemerintah daerah di
Riau, tidak menunjukan kinerja baik dalam penyelenggaran pemerintahan dan pengelolaan
anggaran, sebagaimana berdasarkan kasus yang ditemukan selalu berulang-ulang setiap tahunnya,
terutama yang berdampak pada kerugian negara mencapai Rp46,6 milyar.

Jumlah temuan atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan, ditemukan sejumlah 170 kasus
dalam dua tahun 2018-2019, terdiri dari 74 kasus yang merugikan kerugian negara, 32 kasus
berpotensi menimbulkan kerugia, dan 38 kasus yang berakibat adanya kekurangan penerimaan
negara/daerah, serta 26 kasus terjadinya penyimpangan administrasi yang tidak berdampak
finansial.
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Sumber; Dokumen LKPD Prov. Riau dan 12 Kab/kota se-Riau

Berdasarkan jumlah kasus yang ditemukan dari tahun ketahun, justru terjadi peningkatan seperti
pada tahun 2018 sejumlah 84 kasus dan tahun 2019 berjumlah 86 kasus, dengan peningkatan jumlah
kasus yang ditemukan dalam dua tahun terakhir, menunjukan bahwa pemerintah daerah tidak
mampu untuk memperbaiki kinerjanya, padahal temuan-temuan tersebut telah menjadi
rekomendasi kepada pemerintah daerah setiap tahun untuk memperbaiki kinerja penyelenggaraan
pemerintah dan perbaikan tata kelola anggaran daerah.

Kerugian negara mencapai Rp46,6 milyar

Temuan yang berdampak pada kerugian negara mencapai Rp46,6 milyar dari tahun 2018-2019,
cukup tinggi terdapat pada pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2018 Rp8,9 milyar dan tahun 2019
sebesar Rp6,5 milyar. Kemudian daerah kabupaten/kota di Riau dengan temuan kerugian negara
tertinggi terdapat pada pemerintah kabupaten bengkalis pada tahun 2018 sebesar Rp3,4 milyar dan
tahun 2019 mencapai Rp5,1 milyar.



Daerah lainnya, Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2018 ditemukan kerugian negara sebesar
Rp730 juta, dan pada tahun 2019 terjadi peningkatan cukup tinggi mencapai Rp4,8 milyar. Begitu
juga daerah lainnya di Riau ditemukan kerugian negara, secara rata-rata terjadi peningkatan dalam
dua tahun terakhir antara Rp50 juta — Rp2 milyar lebih.

Dampak Kerugian Negara (d/m jutaan) m2018 m 2019
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Sumber; Dokumen LHP LKPD Prov. Riau & Kab/kota 2018-2019

Kondisi ini menunjukan bahwa pemerintah daerah tidak serius melakukan perbaikan kinerja
keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan, hal itu dibuktikan dengan adanya temuan yang
berulang-ulang dari tahun ketahun, bahkan terdapat peningkatan nilai kerugian negara dalam dua
tahun terakhir.

Seyogyanya berdasarkan temuan tersebut dapat diperbaiki dalam pengelolaan keuangan ditahun
berikutnya sebagaimana rekomendasi BPK. Untuk itu, penting bagi pemerintah daerah untuk
mematuhi dan memperbaiki kinerjanya, apalagi atas temuan yang berdampak pada kerugian negara
dapat berakibat pada indikasi korupsi, sehingga perlu audit khusus untuk menulusi temuan-temuan
tersebut, terutama terkait temuan yang terjadi berulang-ulang setiap tahun.

Selanjutnya, temuan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara mencapai Rp10,4 milyar pada
tahun 2018-2019. Secara umum, masing-masing daerah di Riau terjadi penurunan terhadap temuan
yang berpotensi menimbulkan kerugian, kecuali pada pemerintah Kota Pekanbaru terjadi kenaikan
dari tahun 2018 sebesar Rp120 juta, meningkat pada tahun 2019 mencapai Rp1,8 milyar, juga
terhadap pemerintah Kab. Meranti terdapat kenaikan dari tahun 2018 sebesar Rp77 juta, meningkat
di tahun 2019 mencapai Rp232 juta.

Hasil pemeriksaan terhadap pemerintah Provinsi Riau ditemukan adanya potensi kerugian negara
mencapai Rp909 juta pada tahun 2018, kemudian temuan pada tahun 2019 sebesar Rp398 juta,
begitu juga daerah kabupaten/kota lainnya terjadi penurunan nilai anggaran yang berpotensi
merugikan negara, termasuk Kabupaten siak tidak ditemukan kegiatan yang berpotensi merugikan

negara.



Berpotensi merugikan negara (dim jutaan) m2018 m 2019
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Sumber; LHP LKPD Prov. Riau & 12 Kab/Kota se-Riau 2018-2019

Kemudian, ditemukan adanya kekurangan penerimaan negara/daerah mencapai Rp27,5 milyar, dari
12 kabupaten/kota dan pemerintah Provinsi Riau. Provinsi Riau pada tahun 2019 terdapat
kekurangan penerimaan daerah sebesar Rp20,5 milyar, meningkat dari tahun 2018 sebesar Rp957
milyar. Kabupaten/kota di Riau rata-rata terdapat kekurangan penerimaan daerah paling tinggi
mencapai Rp2,2 milyar.

Penyebab adanya kekurangan penerimaan daerah adalah tidak dipungutnya atau belum disetorkan
potensi penerimaaan daerah, sehingga akibatnya pemerintah tidak dapat memanfaatkan anggaran
tersebut untuk membiayai kebutuhan pembangunan daerah. Bahkan temuan-temuan adanya
kekurangan penerimaan daerah selalu menjadi temuan audit setiap tahunnya.

Kekurangan penerimaan negara/daerah (dIm jutaan) m2019 ®2018
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Sumber; LHP LKPD Prov. Riau & 12 Kab/Kota se-Riau 2018-2019

Selain itu, berdasarkan hasil audit tahun 2018-2019, juga ditemukan adanya penyimpangan
administasi dalam pengelolaan keuangan daerah yang tidak berdampak finansial. Secara total
temuan atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang berjumlah 170 kasus, teridi dari yang
berdampak kerugian negara, potensi kerugian, kekurangan penerimaan dan penyimpangan
administrasi. Berdasarkan masing-masing daerah di Riau, temuan kasus tertinggi yaitu Kabupaten



Kuansing 13%, kemudian di Provinsi Riau 11%, dan kabupaten/kota lainnya antara 9%-5% ditemukan
kasus atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang.

~Kab. Dumai Prov. Riau
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Berdasarkan temuan audit LKPD tahun 2028-2019 tersebut, Fitra Riau merekomendasikan kepada
pemerintah daerah di Riau, antara lain;

1. Terkait opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berikan kepada pemda di Riau pada
tahun 2018-2019, BPK perlu melakukan review kembali atas penilaian yang diberikan kepada
masing-masing pemda di Riau, mengingat jumlah kasus dan dampak kerugian yang
ditimbulkan cukup besar, baik terhadap yang meimbulkan kerugian negara, potensi
kerugian, kekurangan penerimaan daerah dan adanya kesalahan administrasi.

2. Atas temuan yang menimbulkan kerugian negara, pemerintah daerah harus segera
melakukan perbaikan tata kelola keuangan daerah sesuai rekomendasi BPK, sekaligus
diperlukan keterlibatan penegak hukum untuk menelusui temuan-temuan yang dapat
mengarah pada indikasi korupsi.

3. Pemerintah daerah harus mampu meminimalisir kasus yang dapat berpotensi menimbulkan
kerugian dan kekurangan penerimaan daerah, yang seharusnya potensi anggaran yang ada
tersebut dapat termanfaatkan untuk pembangunan daerah.

4. Perbaikan kinerja keuangan daerah harus dimulai pada tahap perencanaan dan
penganggaran daerah, dengan tetap pada prinsip transparansi, partisipas dan akuntabilitas
dalam pengelolaan keuangan daerah.

Taufik Manager Advokasi : 0853.6343.0444



